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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAT.IAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421 .StOZtDpMpTSp.4.3 tO1 t2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAII SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 UMBU RATU NGGAYTENGAH

DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPAI.A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA'/ANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TITUUR,

: a' bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat di Kabupaten sumba Tengah maka perlu menetapkan lzinoperasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan sekolah Menengah Kejuruan(sMK);

b' bahwa permohonan Ketua Panitia Pembangunan sMK Negeri 1 Umbu Ratu NggayTengah dari aspek administrasi dan teknis, terah memenuhi persyaratan untukdiberikan lzin operasional Penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah MenengahKejuruan (SMK);
c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan bdiatas, pedu menetapkan Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal danPelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang lzinoperasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sekolah Menengah Kejuruan(sMK) Negeri 'r Umbu Ratu Nggay Tengah di Kahupaten Sumba Tengah;

: 1' Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali' Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tanrbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 16a9);

2' Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

3 Undang-Undairg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nombr 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Noraor g Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20'15 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
lndonesia Nomor 567g); ..

\-,

4. Peraturan Penrerintah Nomor 17 hun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyele nggaraan Pendidikan (Lembaran Tahun 2010 Nomor23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) se a telah diubah dengan peraturan
Pemerintah lrlomor 66 Tahun 2010 tenta Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang
(L embaran Negara Tahurr 201 0 Nomor 1 1 2
Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 5 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005
(Tambahan Lembaran Negara Republik lndon

dan Penyelenggaraan pendidikan

bahan Lembaran

ng Standar Nasional pendidikan
Nomor 5670);

o.

7.

8.

Peraturan Pemerintah
(LembaranNegara pepu

Nomor 15 Tahun
bik lndonesia Tahun 2009

15 tentang Wajib Belajar
omor 90);

Peraturan Menteri pendidikan l,lasional Nomor g ahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan pendidikan dan Menengah;
Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No
Badan Akreditasi Sekolah;

59 Tahun 2012 tentang

i

\-

I(UPANG



9 Peraturan Menteri pendidikan dan Ketudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentangP€doman pendirian perubahan o"n FJnriGn'ililln-"puno,oixan Dasar danMenengah;
Surat Mendiknas No. 14lNpN/HKr2007 tanggal 24 Januarl20OT tentang prioritasPendlrian lzin Sekolah Menengah;
Peraturan 

.Gubemur 
Nusa Teiggafa Timur Nomor 97 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni2021 Tentang pendelegasian \Alewenang dari Gubernur kepaCa fepala DinasPenanaman Modal dan pTSp untuk Menandatangani perizinai dan Non pe zinandi Lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tengg"rJTirrq

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun ZO21 Tanggal OT Juli2021 tentang Tata Cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib pajak Dalam
Pernberian Layanan publik Tertentu.

Surat Permohonan Ketua panitia fembangunan SMK Negeri 1 Umbu Ratu NggayTengah Nomor : 422lSMKN1-URcf .. ,pntXtt2OZZ tanglat 01 November 2022
tentang Surat Permohonan:
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Memperhatikan

I(EDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Rekomendasi Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan provhsi Nusa Tenggara
Timur Nomor : E4BDSSIPK 2.1t2023 tanggat 12 Januan 2023.

MEMUTUSKAN

lzin operasional ini dikeruarkan sebagai pedoman untuk dirakukan proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB);

f]i-O^t"^T-.1"-Tl,'!i,bertaky^S^(tima) Tahun terhitung mutai tanggat l6.tanuari 2023 sampai
ocngan tanggat 15 Januari 2027, setetah itu diusulkan untuk diperpanjang,
sekolah Menengah Kejuruan (sMK) Negeri 1 umb,r Ratu'Nggay r6ngah berkewajrban
memenuhi I (derapan) standar Nasionar pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan
yang berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali
apabile pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

2

Memberikan lzin Operasional penyelenggaraan Satuan pendidikan Sekolah Menengah
Keiuruan (SMK) Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Tengah tertetak di Desa l\Iaradesa Timur
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah dengan Bidang Keahlian antara lain

Lama
Pendidikan

3 Tahun

3 tahun

Kemaritiman
3 Tahun

Pada. L: '16 Januari 2023

ggara Tim[rr
I

a.n
aman

q NTT,

t

M.Si

99031002
Tembusan :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubtik tndonesia diJakana:
Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timurdi Kupang (sebrgai taporan);
Sekretarls Oaerah Pro\rinsl Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebaoai taporan)i
Bupati Sumba TenEah di Waibakul;

Direktur Jenderal Pendldikan Dasardan Menengah, Ksmenterian Pendidikan dan Kebudayaan Republlk lndonesia di Jakana;
Olrektur Pembinean SMK Kement6rian Pendidikan dan Kebudayaan Reoubtik tndonesia di Jakarta:
Kepala Dinas P6ndidlkan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Dlnas Penanaman Modal dan PTSP Kebupaton Sumba Tengah dt Waibakul;

10. Kepala Olnss Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tonoah dt Watbakul,
1 1. Kordlnalor Pengawas SMA, SMK, SLB Kabupalen Sumba Tenqah di Waibakut.

Modzlt/
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No. Program
Keahlian

Kompetensi
Keahlian

1 Agribisnis dan
Agroteknologi

Agribisnis Tanaman Agribisnis Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

2 Agribisnis dan Agribisnis Ternak

3 Perikanan

I Hal

Menetapkan

KESATU

Bidang
Keahlian

Agroteknolooi
Agribisnis Ternak

Ruminansia
Agribisnis Perikanan

Air Tawar


